
43 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa 2 pertimbangan 

hakim di 2 perkara yang berbeda dan menunjukkan penetapan yang berbeda 

pula. Dalam kasus permohonan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA. Hakim menolak 

permohonan itu karena umur masih terlalu jauh dalam batas minimal 

perkawinan. Selain itu dalam bimbingan konseling juga menunjukkan bahwa 

bila anak tersebut belum siap untuk menikah, jika perkawinan tersebut tetap 

dilanjutkan sehingga dampak yang dapat ditimbulkan seperti mutusnya 

pendidikan, potensi konflik dan kdrt, belum siapnya organ reproduksi. 

Kemudian perkara kedua Nomor 233/Pdt.P/2017/PA.Wno permohonan ini oleh 

hakim dikabulkan karena usia anak telah melakukan hubungan badan dengan 

calon isterinya dan ditakutkan akan makin terjerumus dalam dosa perzinahan 

jika tidak dilakukan perkawinan. 

Dalam hal alasan yang mendesak yang menjadi poin penting di perkara 

dispensasi kawin bermakna bahwa tidak ada pilihan lain kecuali perkawinan, 

sebenarnya tidak ada batasan dalam menentukan frasa tersebut. Oleh karenanya, 

berdasarkan literatur yang peneliti dapatkan setidaknya kriteria-kriteria untuk 

membantu menentukan pemaknaan frasa tersebut yaitu usia minimal 

diterimanya dipensasi kawin, anak dalam keadaan hamil, dan perbedaan usia 

yang tidak terlalu jauh. 
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B. Saran 

Pentingnya mensosialisasikan aturan mengenai batas usia pernikahan sesuai 

dengan UU Perkawinan  dan memperkuat kerjasama antara organisasi 

berhubungan dengan orang-orang di masyarakat, seperti tokoh masyarakat, dan 

pemuda. Untuk menjamin penegakan perlindungan hukum, kolaborasi lembaga 

harus ditingkatkan. yang efektif. 

Untuk mencegah terjadinya perbedaan putusan hakim, perlu dilakukan 

konkretisasi terhadap alasan mendesak yang memengaruhi dasar pengambilan 

keputusan perkara dispensasi kawin. Ini mungkin dilakukan dengan menyusun 

pedoman maupun standar yang jelas juga terperinci, yang memuat kriteria-

kriteria spesifik untuk kasus-kasus tertentu. Dengan demikian, konsistensi 

putusan dan kepastian hukum dapat terjaga.  
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